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 Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu 
permasalahan yang sangat menganggu dan mengancam sistem perbankan 
Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Pada kenyataannya seringkali 
dijumpai bahwa  bank menerima jaminan bukan milik debitor tetapi milik pihak 
ketiga. Apabila debitor cidera janji maka dilakukan eksekusi, dimana salah satunya 
adalah penjualan obyek Hak Tanggungan yang dilakukan di bawah tangan dengan 
alasan  menginginkan nilai penjualan atas obyek Hak Tanggungan dapat diperoleh 
nilai yang sesuai dengan harga pasar. 
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui segala permasalahan yang 
ada di bidang Hukum Jamainan khususnya tentang Eksekusi Hak Tanggungan 
Secara Di Bawah Tangan Dengan Obyek Hak Atas Tanah Milik Pihak Ketiga 
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Tangerang. 
Penelitian dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Cabang 
Tangerang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan Yuridis Empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan 
masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, untuk kemudian 
dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun 
sumber data/faktor-faktor  yuridis yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini adalah :  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan Hasil 
wawancara dengan beberapa pihak terkait pada PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) cabang Tangerang.  
 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian kredit macet 
hingga pelaksanaan eksekusi, dimana pemilik jaminan adalah pihak ketiga dilakukan 
beberapa langkah, dimulai dari pendekatan secara persuasif, somasi hingga 
penyelamatan kredit melalui eksekusi penjualan obyek Hak Tanggungan secara di 
bawah tangan, yang dalam pelaksanaannya mengalami  berbagai hambatan yaitu 
masih ditempatinya rumah tersebut oleh debitor yang bersangkutan dan 
permasalahan yang terjadi misalnya dalam kasus pihak ketiga sebagai pemilik 
jaminan menolak tanahnya untuk dieksekusi. 
Agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari dan memberikan 
perlindungan perlu segera dirumuskan undang-undang Hak Tanggungan tentang 
eksekusi secara di bawah tangan yang mengatur secara komprehensif pelaksanaan 
eksekusi sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik dalam sistem hukum 
Hak Tanggungan dan demi menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang 
terkait. Kemudian beberapa hal yang perlu dipertegas   diperjelas mengenai pasal-
pasal yang berkaitan dengan eksekusi Hak Tanggungan, agar dalam 
pelaksanaannya tidak salah tafsir  
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sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 
penyusunan tesis ini : 
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Hukum dan pembangunan merupakan dua variabel yang selalu sering 
mempengaruhi antara satu sama lain. Hukum berfungsi sebagai stabilisator yang 
mempunyai peranan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan 
untuk memperlancar roda pembangunan, dan sebagai dinamisator hukum berfungsi 














Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan 
mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu 
perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian 
pemberian jaminan oleh pihak debitor. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) 
bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek 
jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah 
satunya adalah Hak Tanggungan. 
                                                            
1 Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia ( Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), hal 
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     Dalam praktek, bank sering menerima jaminan pihak ketiga untuk menjamin 
utang debitor sepanjang pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sesuai kebijakan 
perkreditan yang berlaku. Permasalahan yang sering timbul dalam bank menerima 
jaminan pihak ketiga adalah apabila kredit menjadi macet dan dilakukan eksekusi.  
Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT yang  memberikan kemungkinan 
untuk menyimpang dari prinsip eksekusi obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan 
umum, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penjualan secara di bawah 
tangan menjadi alasan  ketertarikan penulis. Selanjutnya penulis melakukan 
penelitian ini pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Tangerang 
sebagai bank pelopor dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) , yang 
nasabahnya adalah seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat 




4 Remmy Sjahdeini, Hak Tanggungan : Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang 




















D. Manfaat Penelitian 







a. Bagi  pemerintah  dapat  dijadikan  masukan  dalam  upaya                             
meningkatkan  pembangunan  nasional  serta  kesejahteraan                    masyarakat  dengan 
memberikan  kepastian hukum.  Serta untuk mengkaji  kembali  klausul‐klausul dalam UUHT, 
sepanjang  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  yang  terdapat  didalamnya,  dengan  tujuan 












Dalam melakukan kegiatan usahanya bank berasaskan demokrasi ekonomi 
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dilaksanakan bank 
sebelum memberikan kredit untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan 
kesanggupan debitor untuk mengembalikan utang-utangnya. Penilaian tersebut 
dalam dunia perbankan, dikenal dengan sebutan, “ The Five of Credit Analysis”  atau 
prinsip 5C’s yaitu : (1) Kepribadian (character), (2) Kemampuan (capacity), (3) Modal 
(capital), (4) Jaminan (collateral) dan (5) Kondisi Ekonomi  (condition economy)5.  
Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk 
menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.6 Dengan demikian jaminan 
mengandung suatu kekayaan (materiil) ataupun suatu pernyataan kesanggupan 
                                                            
5 Habib Adjie, Hak Tanggungan sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah (Bandung : Mandar Maju, 
2000), hal 1  
6 Kashadi, Hukum Jaminan Ringkasan Kuliah (Semarang : 2009), hal 1 
(immateriil) yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan utang. Berdasarkan 
kebendaannya, jaminan dikelompokkan menjadi :7 
1. Jaminan Perorangan (persoonlijk) 
Jaminan perorangan adalah orang ketiga (borg) yang akan menanggung pengembalian uang 
pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut. 























Dalam kaitannya dengan kredit macet, lelang berfungsi sebagai sub sistem 
dalam rangka law enforcement, yang digunakan sebagai sarana akhir dalam rangka 
penyelesaian kredit macet apabila pendekatan non eksekusi sudah tidak bisa 
diharapkan. Penyelesaian kredit macet, yang dijamin dengan Hak Tanggungan, 
menurut UUHT ada 3 (tiga) alternatif eksekusi Hak Tanggungan, yaitu : 
                                                            
7 Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya (Yogyakarta : Tograf,1990), hal 12 









































F. Metode Penelitian 
                                                            
9 Ibid, hal 165 
Dalam suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah, maka 
perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Oleh karena penelitian merupakan 
suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan 
konsisten melalui proses penelitian tersebut, perlu diadakan analisis dan kontruksi 
terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam penelitian ini, penulis 






2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini 
melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu menganalis dan 
menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami 
dan disimpulkan. 11 Deskrptif, dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis 
bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan 
menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek hukum 
pelaksanaan eksekusi secara di bawah tangan atas jaminan milik pihak ketiga 




b.  Obyek 
                                                            
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
Rajawali press, 1985), hal 1 





































12 Soetrisno Hadi, Metodolog Research Jilid II (Yogyakarta : Yayasan Penerbit  Fakultas Hukum 
Psikologi UGM, 1985), hal 26  
4) Undang‐undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  PerubahanUndang‐undang  Nomor  7 
Tahun 1992 tentang Perbankan; 
5) Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  304/KMK.01/2002  tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 
6) Keputusan  Direktur  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara  Nomor  35/PL/2002  tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang; 
7) Surat  Edaran  Menteri  Keuangan  Nomor  SE‐73/PN/1994  tentang  Pelaksanaan  Lelang 
Eksekusi di Bidang Pertanahan; 




b) Dokumen‐dokumen  Hak  Tanggungan  serta  dokumen  yang  lain  yang  berkaitan  dengan 
penelitian ini. 
Bahan Hukum Tersier, yaitu : 
Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Antara lain artikel, majalah dan koran. 










H. Sistematika Penulisan 
                                                            










































Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya 
berpendapat bahwa defisi atau batasan tersebut sebagai rumusan perjanjian yang 
terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan 
dapat dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan. 
























14 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata ( Bandung : Alumni, 1992), hal 256 
15 Ibid, hal 260 


















































Kredit dapat dikatakan telah mencapai fungsinya apabila secara sosial 
ekonomis baik bagi debitor, kreditor maupun masyarakat membawa pengaruh yang 
lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak 
Negara dan peningkatan ekonomi Negara yang bersifat mikro maupun makro. 
 Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka saat ini dalam 











































1)  Debitor yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredit yang  telah diterima   atau dengan 
berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum, 
2)  Kepala  bagian  kredit  bank  yang  bersangkutan  kurang  cermat  menilai  harga  obyek  jaminan 
sehingga kredit pada waktunya tidak dapat ditagih, 
                                                            
18 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank ( Bandung : Alfabeta, 2004), hal     263 
19 Ibid, hal 264 
3) Kredit  sengaja  diberikan  menunggak  banyak  oleh  pihak  bank  oleh  karena  harga  tanah  yang 
dijaminkan diprediksi akan naik dan pada waktunya nanti diperkirakan akan tertutup dan bunga 
akan masuk, 
4) Surat  perjanjian  kredit  tidak memenuhi  syarat‐syarat  sahnya  perjanjian  juga  dalam  suami/istri 
debitor tidak ikut menandatangani akad kredit atau akte pemberian jaminan kredit/surat kuasa, 













kembali  antara  kreditor dan debitor dengan memperingan  syarat‐syarat pengembalian  kredit 
tersebut diharapkan debitor memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. 
(b) Penyelesaian  kredit  adalah  langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  lembaga  hukum 
seperti  Pengadilan  atau  Direktorat  Jenderal  Piutang  dan  Lelang  Negara  atau  badan  lainnya 
dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali.  
 
B. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan  





























































Dilihat dari penjabaran pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 terdapat 
beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di dalam definisi tersebut, 
unsur-unsur pokok itu ialah: 
1) Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan untuk pelunasan utang; 
2) Obyek Hak Tanggungan adalah Hak Atas Tanah sesuai UUPA; 










Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Hak Tanggungan sebagai 
lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat harus mengandung ciri-ciri :22 





































Sesuai dengan ciri hak kebendaan, Hak Tanggungan juga mempunyai ciri 
dan sifat droit de suite, bahwa benda yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan 
walaupun beralih atau dialihkan, tetap mengikuti dalam tangan siapa pun benda 















































































Salah satu ciri dan sifat lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu 
pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti, bahwa pelaksanaan 
eksekusi Hak Tanggungan dilakukan melalui mekanisme yang sederhana tanpa 
melalui proses beracara di muka pengadilan. 
 Sebagai perwujudan dari kemudahan pelaksanaan eksekusi Hak 
Tanggungan tersebut, ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT menyediakan 2 





Dengan demikian, UUHT menyediakan 2 (dua) sarana untuk melakukan 
eksekusi benda yang menjadi obyek Hak Tanggungan, yaitu pertama, menggunakan 
kuasa yang diberikan kepada pemberi Hak Tanggungan (pertama) untuk menjual 
sendiri obyek Hak Tanggungan. Inilah yang diistilahkan dengan beding van 
eigenmachtige verkoop, parate eksekusi , atau eksekusi yang disederhanakan dan 
sarana kedua, memanfaatkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak 
Tanggungan. 
 Pasal 6 UUHT memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk 
melakukan parate eksekusi. Artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan 
saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu 
meninta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas 
Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitor dalam hal debitor cidera janji. 
Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala 
Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas obyek Hak Tanggungan yang 
bersangkutan. 
 Dengan mendasarkan kepada parate eksekusi tersbut, pelaksanaan 
eksekusi dengan cara menjual benda yang menjadi obyek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tersebut tidak memerlukan suatu 
proses acara gugat menggugat di muka pengadilan.Untuk menjual obyek Hak 
Tanggungan atas kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT 
merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh 
pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal 
terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan 
kepada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor 
cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak 
Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari 
Pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari 
hasil penjualan itu lebih dahulu daaripada kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan 

























24 Purwahid Patrik & Kashadi ,Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT (Semarang : Fakultas 











































25 Perlindungan A.P, Hak Pengelolaan Menurut  Sistem UUPA (Bandung: Mandar maju, 1989), hal 5 
26 Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah (Bandung : Alumni, 





















































a) Rumah  susun yang berdiri di atas  tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai yang 
diberikan oleh negara; 











Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT menyatakan : 
Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum 
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 
obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 
 
Dari bunyi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT di atas, dapat diketahui siapa 
yang menjadi pemberi Hak Tanggungan dan mengenai persyaratannya sebagai 
pemberi Hak Tanggungan. Sebagai pemberi Hak Tanggungan tersebut, bisa orang 
perseorangan atau badan hukum dan pemberinya pun tidak harus debitor sendiri, 
                                                            
28 Purwahid Patrik & Kashadi, Op Cit, hal 60 
29 Sutarno, Op Cit, hal 162 
bisa saja orang lain atau bersama-sama dengan debitor, dimana bersedia menjamin 
pelunasan utang debitor.30 
 Jadi apabila Hak Tanggungan dibebankan kepada hak atas tanah berikut 
benda-benda lain (bangunan, tanaman dan atau hasil karya) mililk orang 
perseorangan atau badan hukum lain daripada pemegang hak atas tanah, maka 
pihak pemberi Hak Tanggungan adalah pemegang hak atas tanah bersama-sama 
pemilik benda tersebut, yang hal ini wajib disebut dalam APHT yang bersangkutan. 
31 
 Pada prinsip setiap orang perseorangan maupun badan hukum dapat menjadi 
pemberi Hak Tanggungan, sepanjang mereka mempunyai “kewenangan hukum” 
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah yang akan dijadikan 
sebagai jaminan bagi pelunasan utang dengan dibebani Hak Tanggungan 
sebagaimana dipersyaratkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UUHT dan demikian 
pula dinyatakan antara lain dalam Angka 7 Penjelasan Umum atas UUHT. 
Pada sat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, karena 
sudah ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang bersangkutan, bahwa 
pemberi Hak Tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang dibebankan, 
walaupun kepastian mengenai dimilikinya kewenangan tersebut baru 
dipersyaratkan pada waktu pemberian Hak Tanggungan didaftar.  
 
b. Pemegang Hak Tanggungan  
Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi pemegang Hak Tanggungan, baik 
orang perseorangan maupun badan hukum, yang berkedudukan sebagai pihak yang 
berpiutang. Ketentuan dalam Pasal 9 UUHT menyatakan : 
Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum 
yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang 
 
                                                            
30 Rachmadi Usman, Op Cit, hal 381 
31 Purwahid Patrik, Op Cit, hal 61 
 Berbeda dengan pemberi Hak Tanggungan, terhadap pemegang Hak 
Tanggungan tidak terdapat persyaratan khusus. Pemegang Hak Tanggungan dapat 
orang perseorangan atau badan hukum, bukan orang asing atau badan hukum asing 
yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri dapat menjadi pemegang 
Hak Tanggungan, asalkan kredit yang diberikan tersebut menurut Penjelasan Pasal 
10 ayat (1) UUHT dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara 
Republik Indonesia. Dengan demikian, yang menjadi pemegang Hak Tanggungan, 
bisa orang (persoon alamiah) dan badan hukum (rechtsperson). Pengertian badan 
hukum di sini hendaknya diartikan secara luas, tidak hanya perseroan terbatas, 
koperasi, yayasan, melainkan termasuk pula persekutuan lainnya, misalnya 
persekutuan komanditer (CV). 
 Kata “yang bekedudukan sebagai pihak yang berpiutang” dalam Pasal 9 
UUHT diatas, secara tidak langsung menegaskan, bahwa perjanjian pemberian 
jaminan merupakan perjanjian yang accessoir dengan perjanjian lain, dalam 
perjanjian mana pemegang Hak Tanggungan berkedudukan sebagai kreditor. 
Kedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan harus selalu dikaitkan dengan 












32 J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I (Bandung : Citra Aditya Bakti, 





















 Bahwa nama dan identitas para pihak dalam perjanjian pemberian Hak 
Tanggungan harus disebutkan suatu syarat yang logis. Tanpa identitas yang 
jelas, PPAT tidak tahu siapa yang menghadap kepadanya, dan karenanya 
tidak tahu siapa yang menandatangani aktanya, apakah penghadap cakap 











33 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, 





































34 Ibid, hal 438 
c) Janji  yang  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemegang  Hak  Tanggungan  untuk 
mengelola  obyek Hak  Tanggungan  berdasarkan  penetapan  ketua  Pengadilan Negeri  yang 
daerah hukumnya meliputi  letak obyek Hak Tanggungan apabila debitor  sungguh‐sungguh 
cidera janji; 








g) Janji  bahwa  pemberi  Hak  Tanggungan  tidak  akan  melepaskan  haknya  atas  obyek  Hak 
Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; 
h) Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan tidak akan memperoleh seluruh atau sebagian dari 
ganti  rugi  yang  diterima  pemberi  Hak  Tanggungan  untuk  pelunasan  piutangnya  apabila 




Hak  Tanggungan  dilepaskan  haknya  oleh  pemberi  Hak  Tanggungan  atau  dicabut  haknya 
untuk kepentingan umum; 
j) Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang 
asuransi  yang  diterima  pemberi Hak  Tanggungan  untuk  pelunasan  piutangnya,  jika  obyek 
Hak Tanggungan diasuransikan; 
k) Janji  bahwa  pemberi  Hak  Tanggungan  akan  mengosongkan  obyek  Hak  Tanggungan  pada 
waktu eksekusi Hak Tanggungan; 
l) Janji kecuali apabila diperjanjikan lain, Sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan 




































atau  sebab‐sebab  lain, Hak Tanggungan  tersebut  ikut beralih  karena hukum  kepada  kreditor 
yang baru.  
 
Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor 
pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain, sedangkan subrogasi adalah 
penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi utang debitor. Peralihan 
tersebut terjadi karena hukum. Maka tidak perlu dibuktikan dengan akta tersendiri. 
Cukup dibuktikan dengan akta mengenai perbuatan hukum yang mengakibatkan 
beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru. 
Sebagai peralihan piutang  dengan “sebab-sebab lain” adalah hal-hal lain 
selain yang dirinci pada ayat ini, misalnya dalam hal terjadi pengambilalihan atau 
penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari 







Karena beralihnya Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi karena 
hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. 
Pencatatan beralihnya Hak Tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang 
membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor baru.36 




hak  atas  tanah  yang menjadi  obyek Hak  Tanggungan  serta menyalin  catatan  tersebut  pada 
sertifikat Hak Tanggungan dan serifikat hak atas tanah yang bersangkutan.  
                                                            
35 Purwahid Patrik & Kashadi, Op Cit, hal 76 
36 Purwahid Patrik & Kashadi, Op Cit, hal 76 
(4) Tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari 
ketujuh  setelah  diterimanya  secara  lengkap  surat‐surat  yang  diperlukan  bagi  pendaftaran 
beralihnya Hak Tanggungan dan  jika hari ketujuh  itu  jatuh pada hari  libur,  catatan  itu diberi 
bertanggal hari kerja berikutnya. 


























pernyataan  tertulis  mengenai  dilepaskannya  Hak  Tanggungan  tersebut  oleh  pemegang  Hak 
Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan. 
 
Tanpa adanya pernyataan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan 
mengenai pelepasan, maka selama itu pula Hak Tanggungan itu tetap berlaku. 
Hak Tanggungan baru akan hapus bila pemegang Hak Tanggungan membuat 
pernyataan secara tegas secara tertulis mengenai dilepaskan Hak Tanggungan 
tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan. 
                                                            
37 Purwahid Patrik & Kashadi, Op Cit, hal 78 
Apabila terjadi hal yang demikian, maka kedudukan pemegang Hak Tanggungan 
sebagai kreditor preferen berubah menjadi kreditor konkuren.  38 
(3) Hapusnya  Hak  Tanggungan  karena  pembersihan  Hak  Tanggungan  berdasarkan  penetapan 




































38 Rachmadi usman, Op Cit, hal 484 
39 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraia, 
Isi dan Pelaksanaannya  Jilid I Hukum Tanah nasional (Jakarta : Djambatan, 1997), hal 408  










Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : 
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, atau  
b. Titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam  sertifikat  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata 




























41 Purwahid Patrik & Kashadi, Op Cit, hal 83 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 































a. Kredit  lancar,  yaitu  jika  pembayaran  yang  dilakukan  debitor  dengan  tepat  waktu, 
perkembangan rekeningnya baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan perjanjian kredit; 
b. Kredit  dalam  perhatian  khusus,  yaitu  jika  terdapat  tunggakan  pembayaran  pokok  dan/atau 
bunga sampai dengan 90 hari; 













44 Hasil wawancara Ridwan Bangun, S.H, Pelayanan Pinjaman pada Bank BTN Cabang Tangerang, 
tanggal 19 Januari 2010  
45 Hasil wawancara Ridwan Bangun, S.H, Pelayanan Pinjaman pada Bank BTN Cabang Tangerang, 

























Dalam Pasal 8 UUHT yang mengatur tentang pemberi dan pemegang Hak 
Tanggungan juga memberikan batasan yang luas, dengan hanya menyebutkan 
“orang perseorangan” atau”badan hukum”, tanpa membatasi, bahwa pemberi Hak 
Tanggungan harus pemilik tanah itu sendiri. Kemudian perumusan Pasal 1 UUHT 
tidak disebutkan, obyek Hak Tanggungan tersebut milik siapa. Bahwa pertama-tama 
tanah tersebut bisa milik debitor, kiranya tidak ada yang menyangkal. Adalah umum 
dan biasa, bahwa orang menjamin utangnya dengan tanah miliknya. Namun, 
bagaimana dengan tanah milik pihak ketiga, artinya apakah orang bisa menjamin 
utang orang lain dengan tanah miliknya? Atau dibalik, apakah atas debitor, pihak 
ketiga boleh memberikan jaminan tanahnya? 
Dalam UUHT tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatakan bahwa 
yang demikian itu mungkin. Bahkan dalam perumusan tentang pihak-pihak yang 
terlibat langsung dengan Hak Tanggungan (Pasal 1 ayat (2),(3),(4) dan 6 UUHT), 
tidak ada disebut pihak ketiga pemberi Hak Tanggungan. Sebenarnya Pasal 4 ayat 
(4) UUHT ada menyinggung masalah “apabila Hak Tanggungan dibebankan juga 
pada benda-benda milik orang lain”, tetapi karena di sana pembuat undang-undang 
tampaknya mempertentangkan antara tanah dengan benda-benda yang bersatu 
dengan tanah dan yang dimaksud dengan benda-benda di sana adalah bukan 
tanah, maka dari pasal tersebut , kita tidak bisa menyimpulkan, bahwa Hak 
Tanggungan mengatur hal itu. Satu-satunya petunjuk ada pada penjelasan atas 
Pasal 3 ayat (2) UUHT yang menyebutkan tentang “dalam hubungannya dengan 



















  Apabila terjadi wanprestasi (debitor gagal memenuhi kewajiban membayar 
kepada debitor), menurut pertimbangan bank dinyatakan sebagai kredit yang 
bermasalah dan tidak mungkin terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui 
upaya-upaya penyelamatan sehingga akhirnya kredit tersebut menjadi macet, maka 
bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian terhadap kredit macet 
tersebut. Penyelesaian kredit bermasalah itu merupakan upaya bank untuk 






a) PT.  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  akan  menerbitkan  Surat  Peringatan  yang  dikirim 






Mengunjungi ke rumah debitor dan diusahakan dapat bertemu langsung dengan 
debitor yang bersangkutan, dengan pertemuan tersebut diharapkan mendapat 
suatu solusi asas tunggakan kewajiban angsuran yang telah terjadi. Bentuk 
solusi tersebut antara lain : membuat jadwal kapan angsuran tunggakan akan 












46 Wawancara dengan Sulardi, SH, Kepala Bagian Umum, pada PT. Bank Tabungan Negara 








Berdasarkan Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan suatu 
perjanjian hanya dapat diminta dimuka hakim, apabila gugatan tersebut 
didahului dengan suatu penagihan tertulis. Penagihan tertulis ini akan 















































Eksekusi obyek hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan hanya dapat 
dilakukan dengan syarat sebagai berikut : 
(1) Adanya kesepakatan antara debitor dan kreditor; 
(2) Karena penjualan di bawah  tangan dari obyek Hak Tanggungan hanya dapat dilaksanakan 
bila  ada  kesepakatan  antara  kreditor  dan  debitor,  maka  bank  tidak  mungkin  melakukan 
penjualan di bawah tangan terhadap obyek Hak Tanggungan atau agunan kredit  itu apabila 
debitor tidak menyetujuinya. Apabila kredit sudah menjadi macet, bank sering menghadapi 
kesulitan  untuk  dapat  memperoleh  persetujuan  dari  nasabah  debitor.  Dalam  keadaan 
tertentu  justru menurut pertimbangan bank  lebih baik  agunan  itu dijual di bawah  tangan 
daripada  dijual  di  pelelangan  umum.  Bank  sendiri  berkepentingan  agar  hasil  penjualan 
agunan  tersebut  cukup  jumlahnya  untuk membayar  seluruh  jumlah  kredit  yang  terutang. 
Kesulitan untuk memperoleh persetujuan nasabah  tersebut dapat  terjadi misalnya  karena 
nasabah debitor yang  tidak  lagi beritikad baik  tidak bersedia ditemui oleh bank atau  telah 

















































































































Penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum dapat 
disimpangi berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUHT, yang menyatakan apabila ada 
kesepakatan antara pembeli dan pemegang Hak Tanggungan maka penjualan dapat 
dilaksanakan di bawah tangan seperti penulis jelaskan sebelumnya.  
Namun dalam praktek tetap saja PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi penjualan secara di 

































47 Wawancara dengan Gunawan, Pelayanan Pinjaman, pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
cabang Tangerang, Tanggal 25 Januari 2010 
48 Wawancara dengan Gunawan, Pelayanan Pinjaman, pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 





















Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum 
yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 
obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 
 
Namun demikian tanggung jawab pihak ketiga hanya terbatas pada obyek Hak 
Tanggungan yang dijadikan jaminan untuk diserahkan/diikat pada pihak bank. 
Sesudah dilakukan pelaksanaan dieksekusi seperti dijelaskan diatas maka pihak 








 BAB IV 



















2. Dalam  melakukan  penyelesaian  terhadap  kredit  macet  melalui  eksekusi  penjualan  secara  di 
bawah tangan ditemukan beberapa kendala yang muncul adalah sebagai berikut : 
a. Masih ditempatinya rumah tersebut oleh debitor yang bersangkutan.  
b. Terhadap  kemungkinan  permasalahan  yang  terjadi  misalnya  dalam  kasus  pihak  ketiga 






1. Perlu  segera  dirumuskan  undang‐undang Hak  Tanggungan  tentang  eksekusi  secara  di  bawah 
tangan  yang  mengatur  secara  komprehensif  pelaksanaan  eksekusi  sehingga  memberikan 
perlindungan  yang  lebih  baik  dalam  sistem  hukum  Hak  Tanggungan  dan  demi  menjamin 
kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. 
2. Ada  beberapa hal  yang perlu dipertegas dan  diperjelas mengenai pasal‐pasal  yang berkaitan 
dengan  eksekusi  Hak  Tanggungan,  agar  dalam  pelaksanaannya  tidak  salah  tafsir  bagi  pihak‐
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Sesuai dengan adanya beberapa macam cara pengikatan jaminan maka 
cara/pelaksanaan eksekusi jaminan pun terdapat berbagai cara, sesuai dengan 













1) Pertama,  kredit/bank  menyiapkan  surat  gugatan  terhadap  debitor  yang  disertai  bukti‐bukti 
berupa  surat‐surat  perjanjian  kredit,  surat‐surat  jaminan,  surat  teguran  dan  lain  sebagainya. 
Dan  gugatan  tersebut  didaftarkan  pada  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  disamping 
mengajukan  gugatan  biasa  juga  disertai  permohonan  sita  jaminan  (conservatoir  beslag)  atas 
barang‐barang jaminan.   
2) Debitor,  yang  kemudian  menjadi  tergugat  biasanya  tidak  tinggal  diam  dan  mengajukan 































































e) tanah dan penyewa  yang dalam prakek perjanjiannya berpedoman  kepada  ketentuan KUH 
Perdata. Hak  Sewa  adalah  hak  untuk mendirikan  bangunan  di  atas  tanah milik  orang  lain 
berdasarkan perjanjian sewa. 
f) Perlu  dipikirkan  mengenai  kemungkinan  pembebanan  jaminan  bagi  Hak  Sewa  karena 
mungkin  nilai  ekonomisnya  akan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan Hak  Pakai,  karena Hak 
Sewa  sangat potensil dan  jangka waktu pemilikannya atau masa berlakunya mungkin akan 
lebih  lama karena tergantung kepada perjanjian antara para pihak. Selain  itu Hak Sewa  juga 
dapat dimanfaatkan bagi pemilikan  rumah oleh orang  asing,  karena bagi orang  asing  jelas 
hanya menyewa  tanahnya dan  ia hanya memiliki gedungnya  saja. Menggunakan Hak Sewa 
terasa lebih praktis daripada menggunakan, Hak Pakai, karena jangka waktu penggunaan hak 
sudah  jelas  tertera sesuai dengan yang dikehendaki dan disepakati dalam perjanjian antara 






















































49 J. Satrio, Hukum Jaminan , Hak-hak Jaminan kebendaan (Bandung : Citra Aditya, 2002), hal 278-
278  








































51 Ibid, hal 280 
b. Domisili pihak‐pihak  sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila di antara mereka 
ada  yang  berdomisili  di  luar  Indonesia  baginya  harus  pula  dicantumkan  suatu  domisili 
pilihan  di  Indonesia,  dan  dalam  hal  domisili  pilihan  itu  tidak  dicantumkan  kantor  PPAT 
tempat  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  dianggap  sebagai  domisili  yang 
dipilih; 







Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 





(2) Selambat‐lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  penandatanganan  Akta  Pemberian  Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta 
Pemberian  Hak  Tanggungan  yang  bersangkutan  dan  warkah  lain  yang  diperlukan  kepada 
Kantor Pertanahan. 




(4) Tanggal buku  tanah Hak Tanggungan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) adalah  tanggal 









(2) Sertifikat Hak Tanggungan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) memuat  irah‐irah dengan 
kata‐kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
(3) Sertifikat  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mempunyai  kekuatan 
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap  dan  berlaku  sebagai  pengganti  grosse  acte Hypotheek  sepanjang mengenai  hak  atas 
tanah. 






(1) Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  wajib  dibuat  dengan  akta  notaris  atau  akta 
PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
a. Tidak  memuat  kuasa  untuk melakukan  perbuatan  hukum  lain  daripada  membebankan 
Hak Tanggungan; 
b. Tidak memuat kuasa substitusi; 
c. Mencantumkan  secara  jelas  obyek  Hak  Tanggungan,  jumlah  utang  dan  nama  serta 
identitas  kreditornya,  nama  dan  identitas  debitor  apabila  debitor  bukan  pemberi  Hak 
Tanggungan. 
(2) Kuasa  untuk Membebankan Hak  Tanggungan  tidak  dapat  ditarik  kembali  atau  tidak  dapat 
berakhir  oleh  sebab  apapun  juga  kecuali  karena  kuasa  tersebut  telah  dilaksanakan  atau 
karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4). 
(3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar 
wajib  diikuti  dengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  selambat‐lambatnya  1 
(satu) bulan sesudah diberikan. 
(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar 
wajib  diikuti  dengan  pembuatan  Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  selambat‐lambatnya  3 
(tiga) bulan sesudah diberikan. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) dan ayat  (4)  tidak berlaku dalam hal Surat 
Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  diberikan  untuk  menjamin  kredit  tertentu  yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 
(6) Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  yang  tidak  diikuti  dengan  pembuatan  Akta 
Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 






 Sama halnya dengan hipotek, Hak Tanggungan mempunyai sifat “tidak dapat 
dibagi-bagi” atau “tidak dapat dipisah-pisahkan”, artinya Hak Tanggungan 
membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap bagian daripadanya. 
Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan tidak 
berarti terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, 
melainkan Hak Tanggungan itu tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan 
untuk sisa utang yang belum dilunasi. Dengan demikian pelunasan sebagian dari 
utang debitor tidak menyebabkan terbebasnya dari sebagian obyek Hak 
Tanggungan. 
 Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUHT menyebutkan sifat dan ciri Hak 
Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu : 
Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika 
diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 
 
 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUHT, pada dasarnya tidak 
dimungkinkan royal partial terhadap bagian obyek Hak Tanggungan yang telah 
dilunasi. Namun ketentuan bahwa Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi dapat 
disimpangi, sepanjang mengenai hal itu diperjanjikan secara tegas oleh para pihak 
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Selain diperjanjikan atau disepakati para 
pihak secara tegas, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Pemberian Hak 
Tanggungan yang bersangkutan, penyimpangan dari asas Hak Tanggungan tidak 
dapat dibagi-bagi hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) beserta penjelasannya yaitu : 
1) Hak Tanggungan itu dibebankan pada beberapa hak atas tanah yang terdiri atas beberapa bagian 




3) Adanya  pembebasan  sebagian  persil  jamin  dari  Hak  Tanggungan  dengan  dilakukananya 
pembayaran angsurannya; 






























































































































































Pemberian Hak Tanggungan dapat pula disertai dengan janji-janji tertentu 
yang dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dari ketentuan dalam 
Pasal 11 ayat (2) dapat diketahui, bahwa Hak Tanggungan dapat diberikan dengan 
atau tanpa disertai dengan janji-janji tertentu, bila disertai dengan janji-janji, maka 
hal itu dicantumkan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Janji-janji tertentu 
tersebut sifatnya fakultatif atau tidak limitatif dan tidak mempunyai pengaruh sahnya 
pemberian Hak Tanggungan, karenanya pemberian Hak Tanggungan dapat saja 
tanpa disertai dengan janji-janji tertentu. Artinya, para pihak dapat dengan bebas 
menentukan untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji tertentu 
dimaksud di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Namun demikian, bila janji-
janji tertentu dimuat di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang kemudian 
didaftar pada Kantor Pertanahan, maka janji-janji tertentu tersebut juga mempunyai 
kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. 
 Janji-janji tertentu tersebut bersifat fakultatif, karena janji-janji itu boieh 
dicantumkan atau tidak dicantumkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Bersifat 
tidak limitatif, karena dapat pula diperjanjikan janji-janji lain selain janji-janji yang 
telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUHT. 
 
h. Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Mudah dan Pasti 
 Salah satu ciri dan sifat lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu 
pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti, bahwa pelaksanaan 
eksekusi Hak Tanggungan dilakukan melalui mekanisme yang sederhana tanpa 
melalui proses beracara di muka pengadilan. 
 Sebagai perwujudan dari kemudahan pelaksanaan eksekusi Hak 
Tanggungan tersebut, ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT menyediakan 2 





Dengan demikian, UUHT menyediakan 2 (dua) sarana untuk melakukan 
eksekusi benda yang menjadi obyek Hak Tanggungan, yaitu pertama, menggunakan 
kuasa yang diberikan kepada pemberi Hak Tanggungan (pertama) untuk menjual 
sendiri obyek Hak Tanggungan. Inilah yang diistilahkan dengan beding van 
eigenmachtige verkoop, parate eksekusi , atau eksekusi yang disederhanakan dan 
sarana kedua, memanfaatkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak 
Tanggungan. 
 Pasal 6 UUHT memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk 
melakukan parate eksekusi. Artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan 
saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu 
meninta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas 
Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitor dalam hal debitor cidera janji. 
Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala 
Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas obyek Hak Tanggungan yang 
bersangkutan. 
 Dengan mendasarkan kepada parate eksekusi tersbut, pelaksanaan 
eksekusi dengan cara menjual benda yang menjadi obyek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tersebut tidak memerlukan suatu 
proses acara gugat menggugat di muka pengadilan.Untuk menjual obyek Hak 
Tanggungan atas kekuasaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT 
merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh 
pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal 
terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan 
kepada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor 
cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak 
Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari 
Pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari 
hasil penjualan itu lebih dahulu daaripada kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan 
tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.  
 (5). Pembebanan Hak Tanggungan Atas Hak Pakai   
   Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUHT memberikan kemungkinan 
pembebanan Hak Tanggungan sebagai jaminan utang dengan Hak Pakai atas tanah 
dan itu pun terbatas kepada “Hak Pakai atas tanah tertentu”. Sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UUHT, Hak Pakai atas tanah yang dapat menjadi 
obyek Hak Tanggungan adalah Hak Pakai “atas tanah negara” yang menurut 
ketentuan yang berlaku “wajib didaftar” dan menurut sifatnya “dapat 
dipindahtangankan”. Jadi, tidak semua Hak Pakai atas tanah negara dapat dibebani 
dengan Hak Tanggungan, hanya Hak Pakai atas tanah negara yang “terdaftar” dan 
karena sifatnya “dapat dipindahtangankan” yang dapat dibebani dengan Hak 
Tanggungan. Terhadap “Hak Pakai atas tanah milik”, sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 4 ayat (3) UUHT, pembebanannya dengan Hak Tanggungan akan 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 Dalam praktek perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya, tanah dengan 
Hak Pakai seringkali pula oleh bank dan lembaga pembiayaan diajadikan agunan 
kredit. Bank dan lembaga pembiayaan mendasarkan kepada kenyataan bahwa Hak 
Pakai itu hak atas tanah yang terdaftar pada daftar umum (pada Kantor Pertanahan) 
dan dapat dipindahtangankan. Namun mengingat di dalam UUPA, Hak Pakai tidak 
disebutkan sebagai hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan, bank 
tidak dapat menguasai tanah Hak Pakai itu sebagai agunan dengan membebankan 
hipotek atau CV. Cara yang ditempuh oleh bank-bank tersebut dengan melakukan 
pengikatan lembaga fidusia dan/atau dengan meminta surat kuasa menjual dari 
pemiliknya. 
Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa tidak semua Hak Pakai dapat 
dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, hanya Hak Pakai atas 
tanah negara saja yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani dengan Hak 
Tanggungan, berhubung Hak Pakai atas tanah negara tersebut termasuk hak atas 
tanah yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Ini berarti 
ada dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak 
Tanggungan, yaitu : 
a) Hak tesebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dalam daftar umum pada Kantor 
Pertanahan.  Unsur  ini  berkaitan  dengan  kedudukan  diutamakan  (preferent)  yang  diberikan 


















1) Asas  Pemisahan  Horizontal  (Horizontal  Scheiding)  Atas  Tanah  dalam  Hukum  Tanah  Nasional 
Berdasarkan UUPA 
Di dalam hukum tanah dikenal ada dua asas yang satu sama lain 
bertentangan yaitu asas pelekatan vertikal (verticale accessie beginsel) dan asas 
pemisahan (horizontale scheiding beginsel). Asas pelekatan vertikal yaitu asas yang 
mendasarkan pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai 
suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Adapun asas pemisahan horizontal 
justru memisahkan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut. 
Asas pelekatan vertikal merupakan fundamen hukum pertanahan dalam 
perspektif KUH Perdata, sementara asas pemisahan horizontal merupakan 
fundamen hukum pertanahan dalam perspektif hukum adat. Namun dengan 
berlakunya UUPA, maka pengaturan hukum pertanahan nasional tunduk kepada 
UUPA yang bersendi hukum adat. 
Sudargo Gautama menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku 
untuk tanah milik, maka dibedakan antara tanah dan rumah atau bangunan yang 
didirikan di atasnya. Tanah dan rumah batu yang di dirikan di atasnya dipandang 
terpisah bukan sebagai kesatuan hukum sebagai yang ditentukan dalam hukum 
barat.52  
Hal yang sama dikemukakan oleh Ten Tjin Leng, yang mengatakan bahwa 
hukum adat mengandung prinsip pemisahan horizontal yang integral dan konsukuen 
bagi seluruh masalahnya, khususnya yang berhubungan dengan tanah dan benda 
serta tanaman di atasnya.53 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum 
pertanahan nasional dalam perspektif Undang-undang Hukum Tanah Nasional 
menganut pula asas pemisahan horizontal atas tanah, bahwa antara tanah dengan 
bangunan atau benda-benda lain yang berada diatasnya terpisah dengan tanahnya. 
Artinya, kedepan dalam hukum pertanahan nasional memungkinkan berbedanya 
antara pemilikan tanah dengan pemilikan benda-benda yang berada di atas 
tanahnya tersebut. Demikian dengan peralihan benda-benda yang berada di atas 
tanah yang bersangkutan, juga terlepas dari tanahnya. Oleh karena itu, terhadap 
                                                            
52 Sudargo Gautama, Konvensi-konvensi Internasional Perihal Hipotek Kapal Laut Indonesia dan 
Hipotek Kapal Terbang/Mortgage, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional. Seminar tentang 
Hipotek dan Lembaga-lembaga Jaminan Lainnya(Bandung : Binacipta, 1973), hal 57 
53 Ten Tjin Leng, Pemisahan Secara Horizontal dalam Hukum  Tanah Indonesia Sebelum dan 
Sesudah UUPA.Artikel dalam Majalah Hukum Nomor 5 Tahun IV (Jakarta : Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, 1978), hal 81 
bangunan-bangunan yang berada di atas tanah, dapat dimungkinkan untuk dijadikan 
sebagai jaminan utang secara terpisah dari tanahnya. 
Ini berarti UUPA akan membedakan benda atas tanah dan benda bukan 
tanah, yang pembebanannya sebagai jaminan utang dapat dilakukan secara 
terpisah pula. Demikian pula kepemilikan atas tanah dan bangunan yang berada di 
atas tanah tersebut dapat dilakukan secara terpisah, di mana pemegang tanah 
berbeda dengan pemegang bangunannya. Dengan kata lain tanah dan bangunan 
yang berada di atas tanah dapat dimiliki oleh subyek hukum yang berbeda. 
Di dalam UUHT konsep hubungan tanah dan benda yang berkaitan dengan 
tanah yang diletakan hubungan yang permanen (tetap), bukan alternatif. UUHT yang 
berjudul Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan 
Tanah, seyogianya judul hanya berbunyi Hak Tanggungan Atas Tanah. Dengan 
judul ini UUHT berpegang pada dasarnya yaitu UUPA yang semata-mata mengatur 
hak-hak atas tanah. Benda yang berkaitan dengan tanah dibiarkan berada pada 
sistemnya sendiri. Tanah dan bangunanmerupakan dua komponen yang berbeda. 
Tanah mempunyai sifat yang berkaitan dengan kebudayaan, religius, sakral, politik, 
ekonomi, kesatuan dan keamanan. Bangunan lebih menunjukkan sifat-sifat 
ekonomis dan mempunyai waktu yang relatif sementara dibandingkan dengan tanah 
yang bersifat abadi. Jadi keduanya mengandung muatan asas-asas (sistem) yang 
berbeda. Dampak dari konsep ini pada pengembangan hukum dari benda-benda 
yang berkaitan dengan tanah. Hukum dari benda-benda yang ada di atas tanah 
tersebut tidak dapat mengembangkan dirinya terlepas dari hukum tanah, karena 
kemungkinan itu telah ditutup oleh UUHT.54 
 
                                                            
54 Mariam Darus Badrulzaman, Benda-benda yang Dapat Diletakan Sebagai Obyek Hak Tanggungan  










































































6)  Debitor yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredit yang  telah diterima   atau dengan 
berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum, 
                                                            
55 Rangkuman Kursus Institut BANKIR Indonesia tanggal 16 juni 1997.p11 
7)  Kepala  bagian  kredit  bank  yang  bersangkutan  kurang  cermat  menilai  harga  obyek  jaminan 
sehingga kredit pada waktunya tidak dapat ditagih, 
8) Kredit  sengaja  diberikan  menunggak  banyak  oleh  pihak  bank  oleh  karena  harga  tanah  yang 
dijaminkan diprediksi akan naik dan pada waktunya nanti diperkirakan akan tertutup dan bunga 
akan masuk, 
9) Surat  perjanjian  kredit  tidak memenuhi  syarat‐syarat  sahnya  perjanjian  juga  dalam  suami/istri 
debitor tidak ikut menandatangani akad kredit atau akte pemberian jaminan kredit/surat kuasa, 















































a) Pertama,  kreditor/bank menyiapkan  surat gugatan  terhadap debitor  yang disertai bukti‐bukti 
berupa  surat‐surat  perjanjian  kredit,  surat‐surat  jaminan,  surat  teguran  dan  lain  sebagainya. 
Dan  gugatan  tersebut  didaftarkan  pada  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  disamping 
mengajukan  gugatan  biasa  juga  disertai  permohonan  sita  jaminan  (conservatoir  beslag)  atas 
barang‐barang jaminan; 
b) Debitor,  yang  kemudian  menjadi  tergugat  biasanya  tidak  tinggal  diam  dan  mengajukan 














































56 Boedi Harsono, Sudaryanto Wirjodarsono, Konsepsi Pemikiran Tentang Undang-undang Hak 
Tanggungan , Seminar Hak Tanggungan & Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, tanggal 28 Mei 1996 
Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya berbagai prasangka dalam penjualan jaminan 
secara dibawah tangan, hal‐hal yang perlu dilakukan oleh kreditor adalah sebagai berikut : 
1)  Dilakukan penaksiran atas nilai  jaminan oleh penaksir  independen, dengan tujuan diperolehnya 
harga  pasar  yang  wajar  dari  jaminan  tersebut.  Tentunya  hasil  penelitian  ini  akan  dijadikan 
patokan mengenai harga jual atas tanah. 
2)  Meminta  persetujuan  tertulis  dari  pemilik  jaminan  mengenai  penjualan  di  bawah  tangan 
khususnya mengenai penjualan dengan harga yang telah ditetapkan oleh kreditor dan sekaligus 














































                                       
  
 
 
 
